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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis 
tingkat penerimaan daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Penelitian ini 
diharapkan dapat menjadi bahan informasi yang dapat menerangkan besar 
kecilnya derajat desentralisasi, bantuan dan posisi fiskal Kabupaten Ogan 
Komering Ulu. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 
yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Selatan, Badan Pusat 
Statistik dan instansi terkait lainnya. Kerangka pemikiran yang mendasari 
kajian terhadap penerimaan daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu antara 
lain : 1. Derajat Desentralisasi Fiskal, 2. Kebutuhan Fiskal, 3. Kapasitas Fiskal, 
4. Upaya Fiskal. Teknik analisis menggunakan pendekatan secara kualitatif 
yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Derajat 
Desentralisasi fiscal selama kurun waktu sepuluh tahun (1995-2004) sebesar 3 
%, sedangkan kontribusi PAD + Bagi Hasil Pajak dan bukan Pajak terhadap 
PDRB sebesar 17 % yang berarti ketergantungan pemerintah Kabupaten 
terhadap pemerintah pusat sangat tinggi. Kebutuhan Fiskalnya dilihat dari 
PAD sebesar 5 % jika ditambah Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak mencapai 
27 %. Kapasitas Fiskal relatif baik jika dibandingkan dengan Standard Fiskal 
rata-rata Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan, dan untuk Posisi Fiskal jika 
digunakan PDRB konstan sebesar 13,95 % dan bila menggunakan PDRB 
berlaku sebesar 2,0 %.
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ABSTRACT

The purpose by doing this research are to analyze area acceptance in 
Ogan Komering Ulu. The expectation is to become an Information that could 
explained how small/big the degree effect of decentralization, flscal position and 
aid of Ogan Komering Ulu. AI1 of data that used data used based on secondary 
data from Departement of State Income (DISPENDA) OKU, Beareau 
Investigation of Statistics (BPS) and other related resorts.An outline which 
founded to area acceptance in Ogan Komering Ulu which is for example : 1. 
Fiscal Decentralization Degree, 2. Fiscal Needs, 3. Fiscal Capacity and 4. Fickal 
Effort. Technical analysis by using the description of qualitative 
approximation.The result indicated that the Degree of Fiscal Decentralization 
during range of time ten years ( 1995-2004) to the amount of 3 %, whereas the 
amount from PAD Contribution + tax and non tax share portion to PDRB 
around 17 % that mean the higher Dependent of Regency Governmant to 
Central Governmant. The amount of fiscal needs looking from PAD is 5 5 if 
adding by share portion from tax and non tax reach to 27 %. Fiscal Capacity 
relatively good if it compare with stan d a rt of flscal average regency/town 
around South Sumatera, and for Fiscal position if using PDRB constant is 13,95 
5 and if using current available PDRb is around 2,0 %.
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BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tuntutan-tuntutan otonomi daerah nampak semakin kuat sebagai bagian dari 

berlangsungnya proses demokratisasi baik di bidang politik maupun ekonomi. Daerah 

dengan keanekaragamannya mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat 

menentukan nasib mereka sendiri melalui otonomi daerah yang seluas-luasnya.

Keinginan untuk dapat menentukan nasib sendiri di masing-masing daerah juga 

nampak dengan semakin menjamurnya Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat

(LSM), kelompok-kelompok sosial, organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan,

serta adanya tuntutan kewenangan politis yang lebih besar bagi daerah (Prasetijono,

2000; 16)

Wilayah Ogan Komering Ulu merupakan salah satu daerah yang kaya akan

sumber pendapatan daerahnya. Adapun komponen-komponen Pendapatan Daerah 

tersebut menurut ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang 

pemerintah daerah (Musyrif, 1999; 17) meliputi:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

b. Pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah

c. Lain-lain pendapatan yang sah

M
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Dari ketiga sumber penerimaan tersebut, penerimaan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat penting bagi 

daerah karena pendapatan ini seluruhnya digali dan berasal dari daerah sendiri, oleh 

karena itu daerah mempunyai wewenang penuh untuk memanfaatkan PAD ini sesuai 

kebutuhan dan prioritas daerah. Daerah yang berhasil meningkatkan PAD-nya secara 

nyata berarti bahwa daerah tersebut telah dapat memanfaatkan semua potensi yang 

ada di daerah secara optimal. Kebijaksanaan yang ditempuh pemerintah daerah dalam 

mengusahakan penerimaan adalah mengupayakan peningkatan penerimaan PAD.

Sementara itu penerimaan lainnya yang bersumber dari sumbangan dan bantuan

diusahakan tingkat pertumbuhannya makin menurun.

Kebijaksanaan di bidang penerimaan daerah pada dasarnya ditujukan untuk

meningkatkan kemampuan daerah seoptimal mungkin di dalam membelanjai diri 

sendiri. Dengan kata lain, diusahakan agar pemerintah daerah mempunyai cukup 

sumber dana untuk menyelenggarakan tugasnya terutama penggalian sumber-sumber 

dana yang potensial di daerah dengan tetap menjamin agar pelayanan pemerintah 

daerah sejalan dengan usaha-usaha pembangunan nasional. Sementara itu, 

kebijaksanaan di bidang pengeluaran pada prinsipnya diarahkan agar dapat 

memberikan pengaruh positif yang besar kepada perekonomian daerah.

Sejalan dengan tuntutan perkembangan zaman, maka sistem pemerintahan dan 

otonomi daerah pun mengalami pergeseran atau perubahan dimana selama ini sistem 

pemerintah lebih banyak mengarah pada sentralistik. Maka dengan telah di 

undangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah,
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hal tersebut akan menjadikan sistem pemerintahan lebih banyak mengarah pada 

desentralistik dan akan menyebabkan otonomi daerah diperluas, baik jangkauan

maupun kewenangannya.

Akibatnya dengan diperluasnya otonomi daerah tersebut maka pemerintah 

juga menerbitkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Adapun komponen-komponen 

sumber penerimaan daerah menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 adalah

meliputi:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

b. Dana Perimbangan

c. Pinjaman Daerah, dan

d. Lain-lain penerimaan yang sah

Otonomi daerah adalah suatu kebijakan atau strategi untuk memberdayakan 

dan memandirikan daerah. Untuk itu syarat yang paling penting untuk dipenuhi oleh 

pemerintah daerah adalah agar terwujudnya suatu struktur Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) yang kuat dan dapat di andalkan.menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 

22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah tidak sesuai dengan perkembangan 

keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga 

perlu ditetapkan Undang-Undang baru tentang Pemerintahan Daerah yaitu Undang- 

Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah. 4
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Komponen sumber penerimaan daerah menurut Bab IV pasal 15 ayat 2 

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 adalah meliputi:

a. Pendapatan Asli Daerah

b. Dana Perimbangan, dan

c. Lain-lain Pendapatan

Konsekuensi dari pelaksanaaaan kedua Undang-Undang tersebut adalah 

bahwa daerah harus mampu mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan

bertanggungjawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi,

lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga

swadaya masyarakat serta seluruh potensi masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Disisi lain, saat ini kemampuan keuangan beberapa Pemerintah

daerah masih sangat tergantung pada penerimaan yang berasal dari Pemerintah Pusat.

Oleh karena itu bersamaan dengan semakin sulitnya keuangan negara dan 

pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri, maka kepada setiap daerah dituntut harus 

dapat membiayai diri melalui sumber-sumber keuangan yang dikuasainya. Peranan 

Pemerintah Daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah 

sebagai sumber penerimaan daerah akan sangat menentukan keberhasilan 

pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah

(Halim, 2001; 21)

Berkaitan dengan hakikat otonomi daerah yaitu yang bq 

pelimpahan wewenang pengambilan keputusan kebijakan, pen^l

dan pengaturan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerir^^^pfe^^ejayanan

\ UpT..-T'



1-5

masyarakat, maka peranan data pendapatan daerah sangat dibutuhkan untuk 

mengidentifikasikan sumber-sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besar belanja 

yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif 

dan efisien.

Pemerintah daerah mempunyai hak atau diberi otonom baik dalam 

penyelenggaraan pemerintah maupun dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan 

pembangunan di daerahnya masing-masing Pemberian otonomi dititik beratkan pada 

Daerah Tingkat II dalam hal ini kabupaten atau kotamadya. Pertimbangannya adalah 

model daerah otonomi itu Daerah Tingkat II merupakan paling dekat dengan

masyarakatnya, karena Daerah Tingkat II lebih mengetahui permasalahan yang

dihadapi masyarakat (Ali Akbar, 2002; 4).

Di dalam pelaksanaan otonomi bagi daerah Tingkat II seperti Kabupaten 

OKU, masih banyak kendala-kendala yang dihadapi serta masih banyak juga urusan 

yang belum sepenuhnya diserahkan kepada Daerah Tingkat II. Peningkatan jumlah 

urusan tersebut nampaknya bergantung pada kesiapan dan kemampuan daerah serta 

inisiatif propinsi dari daerah tersebut.

Kabupaten Ogan Komering Ulu yang luas wilayahnya 13.661 km2 merupakan 

daerah yang memiliki sumber daya alam potensial, dapat digali secara professional 

guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. 

Selama kurun waktu sepuluh tahun anggaran (1994/1995-2004) kontribusi PAD 

terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesat 7,5%, tetapi jika 

dilihat perkembangannya dari tahun ke tahun kontribusi PAD semakin menurun.
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Kondisi ini menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap pemerintah pusat masih 

besar, ini berarti kontribusi PAD terhadap total APBD masih kecil. Sehubungan 

dengan itu wilayah OKU harus berupaya semaksimal mungkin untuk menggali dan 

mengembangkan potensi penerimaan daerah khususnya meningkatkan PAD.

Di sisi lain daerah Tingkat II masih sangat tergantung pada Pemerintah 

Daerah Tingkat I dan Pemerintah Pusat terutama dalam hal pembiayaan rutin maupun 

pembiayaan pembangunan, karena penerimaan yang bersumber dari PAD masih 

belum dapat diandalkan. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis memilih judul “

Analisis Tingkat Penerimaan Daerah Terhadap Derajat Desentralisasi Otonomi Fiskal

Daerah di Wilayah Ogan Komering Ulu”

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas maka permasalahan yang diambil adalah 

Menganalisis Tingkat Penerimaan Daerah Terhadap Derajat Desentralisasi Otonomi

Fiskal Daerah di Wilayah Ogan Komering Ulu.

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah untuk menganalisis 

tingkat penerimaan daerah terhadap derajat desentralisasi otonomi fiskal Daerah di 

Wilayah Ogan Komering Ulu.
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1.4. Manfaat Penulisan

Semua kegiatan penulisan yang dilakukan penulis dan dituangkan dalam 

tulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

1. Bagi pemerintah daerah Ogan Komering Ulu (OKU) dapat menjadi landasan 

dalam penyusunan kebijaksanaan mengenai penerimaan daerah.

2. Bagi mahasiswa diharapkan dapat berguna sebagai acuan dalam penyusunan 

laporan atau skripsi.

1.5. Kerangka Teori

Tujuan otonomi daerah (Smith, 1985) dalam analisa CSIS yang dikemukakan

oleh Syarif Hidayat yang dibedakan dari dua sisi kepentingan, yaitu kepentingan

Pemerintah Pusat dan kepentingan Pemerintah Daerah. Dari Kepentingan Pemerintah

Pusat, tujuan utamanya adalah pendidikan potitik, pelatihan kepemimpinan,

menciptakan stabilitas politik dan mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di 

daerah. Sementara, bila dilihat dari sisi kepentingan pemerintah daerah mempunyai 

tiga tujuan (Halim, 2001: 23) sebagai berikut:

1. Untuk mewujudkan Political equality, artinya melalui otonomi daerah 

diharapkan akan lebih membuka kesempatan bagi masyarakat untuk 

berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik di tingkat lokal ataupun daerah.
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Untuk menciptakan local accountability, artinya dengan otonomi 

daerah diharapkan akan mempermudah antisipasi terhadap berbagai masalah yang 

muncul dan sekaligus meningkatkan akselerasi pembangunan sosial dan ekonomi

2.

daerah.

Selanjutnya jika di lihat dari tujuan otonomi daerah menurut Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 1999 pada dasarnya adalah sama yaitu otonomi daerah yang 

diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, 

meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif

masyarakat serta peningkatan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan

terpadu secara nyata, dinamis dan bertanggungjawab sehingga memperkuat persatuan

dan kesatuan bangsa. Pencapaian tujuan tersebut tentunya tergantung pada kesiapan

masing-masing daerah yang menyangkut ketersediaan sumber daya atau potensi

daerah,terutama adalah sumber daya manusia yang tentunya akan berperan dan

berfungsi sebagai motor penggerak j alanny apemerintahan daerah.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, peling tidak ada empat parameter yang 

menjadi faktor penilaian dan perlu dievaluasi pada tingkat keberhasilannya. Keempat 

faktor tersebut adalah (a) kemampuan keuangan daerah, (b) kemampuan sumber daya 

manusia, (c) kemampuan sumber daya alam, (d) kemampuan institusi. (Fattah, 2001;

4).
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1.6. Penelitian Terdahulu

Penelitian Zahari (2001), tentang Analisa Pendapatan Asli Daerah dalam 

rangka menunjang pelaksanaan otonomi daerah di Kota Jambi mengemukaakan 

bahwa pendaptan per kapita, keragaman sumber penerimaan pajak dan retribusi 

berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan PAD.

Penelitian Hasan (2000), tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pajak 

hiburan di Kota Palembang mengemukakan bahwa jumlah penduduk, pertumguhan 

ekonomi, pendapatan per kapita, inflasi, jumlah tempat hiburan dan keringanan pajak 

secara signifikan berpengaruh terhadap penerimaan pajak hiburan, sedangkan 

investasi tidak berpengaruh signifikan.

Penelitian Bamim (2002), tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi

penerimaan pajak daerah di Proviinsi Sumatera Selatan mengemukakan bahwa

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), inflasi, jumlah kendaraan bermotor,

secara signifikan berpengaruh terhadap penerimaan pajak saerah, sedangkan jumlah

penduduk tidak berpengaruh signifikan.

Penelitian Yuliati (1999) mengenai analisis kemampuan keuangan daerah 

dalam menghadapi otonomi daerah Dikabupaten Malang menyatakan bahwa proporsi 

Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Dearah selama 

kurun waktu lima tahun (1995-1999) sebesar 15 %, sedangkan proporsi PAD 

ditambah BHPBP terhadap PDRB sebesar 29 %. Ini menunjukan ketergantungan 

Pemerintah Kabupaten Malang terhadap Pemerintah Pusat sangat tinggi. Jika dilihat 

dari kemempuan PAD dalam mendanai belanja rutin daerah maka rata-rata selama
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lima tahun sebesar 32 % dan jika ditambanh dengan BHPBP sebesar 62 %. Ini 

berarti pembiayaan belanja rutin masih memerlukan bantuan dari pemerintah pusat. 

Kabupaten Malang memiliki Kapasitas Fiskal yang relatif baik dibandingkan dengan 

standar fiskal rata-rata Kabupaten/Kota se Jawa Timur.

1.7. Metodologi Penelitian

1.7.1 Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan judul skripsi ini, maka tulisan terbatas pada ruang lingkup

wilayah Ogan Komering Ulu (Kabupaten OKU, Kabupaten OKU Timur dan

Kabupaten OKU Selatan). Di mana pembahasannya adalah mengenai Sumber

Penerimaan Daerah tahun anggaran 1994-2004, serta permasalahan yang

berhubungan dengan variabel tersebut.

1.7.2. Data dan Sumber Data

Data yang diolah dan dianalisis dalam penelitian ini adalah data sekunder

yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) OKU dan Badan Pusat

Statistik (BPS) OKU, BAPPEDA OKU, dan instansi-instansi terkait lainnya. Selain 

pengumpulan data sekunder, untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan 

landasan teori penelitian sebelumnya dan model analisis dilakukan Study Pustaka 

(Library research) dengan memanfaatkan berbagai sumber bacaan yang berkaitan 

dengan objek penelitian.
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1.7.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan jenis data sekunder 

yaitu data yang dikumpulkan melalui buku-buku literatur, Badan Pusat Statistik

OKU, Dinas Pendapatan Daerah OKU, BAPPEDA OKU.

1.7.4. Teknik Analisis

Dalam menganalisis masalah-masalah yang telah dikemukakan sebelumnya,

maka penulis menggunakan pendekatan secara kualitatif, dimana analisis secara

kualitatif ini lebih bersifat deskriptif.

Untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, maka

dapat dilihat dengan perhitungan (Hikmah, 1999) sebagai berikut:

1. Derajat desentralisasi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah yaitu:

Pendapa tan AsliDaerah(PAD)
TotalPenerimaandaerah(TPD)

SumbanganDaerah(SD)b.
TotalpenerimaanDaerah(TPD)

BagiHasilPajakdanBukanPajakuntukdaerahc.
TotalPenerimaanDaerah

Apabila hasil perhitungan Total Penerimaan Daerah (TPD) = PAD + BHPBP 

SD besar maka desentralisasinya tinggi (mandiri), namun sebaliknya bila hasil 

perhitungannya kecil berarti derajat desentralisasinya rendah (kurang mandiri).

+
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2. Kebutuhan Fiskal dengan menghitung Indeks Pelayanan Publik Perkapita

(IPPP) dengan formula:

_ PengeluaranAktualPerkapitaUntukJasa - JasaPublik(PPP) 

S tan darKebutuhanFiskalDaerah(SKF)IPPP

_ JumlahPengeluaranDaerah / JumlahPenduduk
JumlahKabupaten/ Kota

SKF

PPP = Jumlah pengeluaran rutin dan pembangunan per kapita masing-

masing daerah.

Bila perhitungan Indeks Pelayanan Publik Perkapita (IPPP) semakin tinggi

hasilnya, maka kebutuhan fiskal suatu daerah semakin besar pula.

3. Kapasitas Fiskal dengan formula :

PDRB / JumlahPendudukF = X 100%
KapasitasFiskalS tan dar(KFs)

JumlahPDRB / JumlahPendudukKFs =
JumlahKabupaten/ kota

Bila hasil Kapasitas Fiskal (F) hasilnya semakin tinggi, ini berarti kapasitas 

fiskal suatu daerah akan semakin tinggi juga.

4. Upaya Fiskal atau posisi fiskal dapat menggunakan rumus :

AP ADe
APDRB

semakin elastis Pendapatan Asli Daerah suatu daerah, maka struktur 

Pendapatan Asli Daerah di daerah akan semakin baik.
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1.8. Konsepsional Variabel Operasional

Guna mencapai keseragaman penafsiran atas variabel-variabel yang diteliti, 

maka penulis memberikan batasan definisi operasional variabel-variabel berikut ini: 

a. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber- 

sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah 

sesuai dengan peraturan perunfang-undangan yang berlaku (UU no. 25, 1999;

119).

b. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri

berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

(Otonomi daerah, 2001; 43).

c. Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah produksi barang dan jasa akhir

yang dihasilkan oleh suatu unit-unit produksi dalam periode tertentu selama satu

tahun (Partadiredja, 27).

d. Desentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat atau daerah 

tingkat atasnya kepada pemerintah daerah untuk menjadi urusan rumah tangganya

sendiri.

e. Kebutuhan fiskal adalah pengeluaran pemerintahan untuk menyediakan barang- 

barang publik dan sejenisnya agar dapat dinikmati semua warga dalam suatu 

daerah atau juga dapat diartikan sebagai biaya pemeliharaan prasarana sosial 

ekonomi seperti angkutan dan komunikasi, kelembagaan pendidikan, dan pusat 

kesehatan (Uppal dan Suparmoko, 1983:305).
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f. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang 

dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi (Otoda).

g. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah suatu rencana keuangan tahunan

daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (Otoda, 1999; 97).

h. Kontribusi adalah sumbangan atau memberikan sumbangan.

i. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah

suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam kerangka negara kesatuan, yang

mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah secara

proposal, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi 

dan kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan 

serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan

pengawasan keuangannya ( UU No. 25, 1999; 96).
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